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Menimbang a.

BUPATI TANA TIDUNG

bahwa adanya kebutuhan mendesak sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 162 ayat (6) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, maka perlu ketersediaan anggaran

terhadap pemenuhan kebutuhan dimaksud,

bahwa pelaksanaan ketentuan Lampiran V.22
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran

2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017

menegaskan antara lain bahwa pelaksanaan kegiatan
dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya

yang belum cukup tersedia dan/atau belum

dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului

penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

b.

dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah



tentang Perubahan Penjabaran APBD dan
memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya
ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA
apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan
perubahan APBD, dan dalam hal program dan kegiatan
yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas
peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam
keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya
sebagaimana tersebut diatas diterima oleh Pemerintah
Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD, penganggaran program dan kegiatan
dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran,

bahwa pelaksanaan ketentuan Lampiran V.23
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017

menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib
menganggarkan dana transfer ke daerah yang
penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk
teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam
hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud,
penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis
tahun berkenaan, maka Pemerintah Daerah
melakukan penyesuaian atas penggunaan dana
transfer dimaksud dengan cara menganggarkan
kembali mendahului perubahan APBD Tahun

Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu mengubah

peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk

selanjutnya diusulkan ditampung dalam perubahan
APBD Tahun Anggaran 2018,

c.



Mengingat

bahwa pelaksanaan ketentuan Lampiran V.37
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017,
menegaskan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah
mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait
dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun
anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan
kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun
Anggaran 2018 sesuai kode rekening berkenaan:

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018:

e.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang
Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

4.

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



10.

Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421):

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750):

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049,

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82),

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,



11.

12.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138):

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106):

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah



Menetapkan

18.

19.

20.

21.

22.

23.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614):

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123):

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59):

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 57 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor
57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 semula berjumlah 705.929.499.130,44 bertambah sejumlah 0,00
sehingga menjadi 705.929.499.130,44 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula Rp 625.929.499.130,44
b. Bertambah/berkurang Rp 0,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 625.929.499.130,44

2. Belanja
a. Semula Rp 705.929.499.130,44
b. Bertambah/berkurang Rp 0,00
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 705.929.499.130,44
Surplus/defisit Rp 0,00

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiaayaan
1). Semula Rp 80.000.000.000,00
2). Bertambah/berkurang Rp 0,00
Jumlah Penerimaan pembiayaan Rp 80.000.000.000,00

b. Pengeluaraan Pembiaayaan
1). Semula Rp 0,00
2). Bertambah/berkurang Rp 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp.
80.000.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp.
80.000.000.000,00



2. Diantara pasal 1 dan pasal 2 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni pasal 1A,
Pasal 1B, Pasal 1C, Pasal 1D, dan Pasal 1E sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1A

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi

anggaran akibat:

a. pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak

yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan APBD
Tahun Anggaran 2018 sesuai ketentuan Lampiran V.22 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018,
penyesuaiaan dana transfer yang tidak sesuai dengan petunjuk
teknis tahun berkenaansesuai ketentuan Lampiran V.23 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018,

kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya, sesuai ketentuan Lampiran V.37 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2018.

kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

b.

undangan.

Pasal 1B

Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan,

dan/atau

keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan
b.

masyarakat,

Pasal 1C



(1) Pendanaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat
menggunakan:
a. belanja tidak terduga.
b. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjalan, dan/atau

c. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia.

(2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diformulasikan terlebih dahulu dalam:
a. DPPA-SKPD untuk program dan kegiatan yang telah tersedia:

dan/atau
b. RKA-SKPD untuk program dan kegiatan yang belum tersedia

pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan
kegiatan dimaksud.

Pasal 1D

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selanjutnya
ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 1E

Dalam hal terdapat kewajiban yang tidak dapat dibayarkan dalam
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018maka menjadi pembebanan dalam APBD Tahun

Anggaran 2019 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan”
diantara kata Ringkasan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah kata “perubahan” sebelum
kata Penjabaran, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.



5. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan”diantara kata Pelaksanaan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Tidung.
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